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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG

TENTANG

KERJASAMA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MELALUI PELAYANAN ADMINISTRAS| PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada han ini, Senin tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-07-2018),
bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini

Dr. Hj. Syafitri, S.E, M.Si

dr. Adian Fitria, AAAK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu  Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berdasarkan Keputusan Gubemur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor : 18544 N218 /BKD 2018
tanggal 29 Desember 2016 dan bertindak untuk dan
atas nama Pemenntah Provingi Kepulauan Bangka
Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran
Pemenntah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

Pih. Kepala Badan Penyalenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kantor Cabang
Pangkalpinang, yang dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor : 0540/Peg-04/0318 tanggal 06 Maret 2018 dan
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
serta mawakili BPJS Kesehatan, berkedudukan di
Jalan Ican Saleh nomor 73 Kota Pangkalpinang, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut -

a, bahwa PIHAK KESATU merupakan suatu Instansi yang bertugas dalam bidang
pelayanan perizinan di lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

K KEDUA merupakan suatu badan hukum publik yang dibentuk

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan atau
Kesehata

n

LT —
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Dengan memperhatikan
1

Pekerjd adalah setiap orang
dalam pentuk lain
pemberi Kerja Selain Penyel

hahwa berdasarka
Nomor 85 tentang Tata Cara Hubungan

Sosial, BPJS Kesehatan melakukan hub

di bidang penin
meningkatkan kualitas penye

bahwa berdasarkan
fungsi Badan penyelenggara Jaminan SO
rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program

kerja sama.

8 Peraluran

menerima gaji, upah, atau imbalan

yang pekerja dengan

enggara Negara adalah:
ang menjalankan suatu perusahaan

1) orang, persekutuan, atau badan hukum Y

milik sendirl, N ¥ .
2) orang, persekutuan, atau badan hukum yang sacara berdir sendirl menjalankan

perusahaan pukan miliknya,
3) orang, persekutuan, atau
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huru

berkedudukan di luar wilayah Indonesia
o Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf

badan hukum yang perada di Indonesia, mewakill
f a dan huruf b yang

@ Peraturan pemerintah

Antar Lembaga Badan penyelenggara Jaminan
ungan kerja sama dengan lembaga pemanntah
gkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka
lenggaraan program Jaminan Sosial;
pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan

sial Kesehatan dan pemerintah Daerah dalam
Jaminan Sosial periu dilakukan

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik |ndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4279),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 5
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15
Negara Republik \ndonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik |ndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4724); 2

Undang-Undang Nomor 25 Tah-.fﬁ-ZOOQ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5038); =

Undang-Undang Nomor 24 Fahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

ﬂr}ﬂmg-gnda;gkrfognor 23 1Tahur'- 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran

epublik Indonesia ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem

Republik Indonesia nomor 5587); S Sy
peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif

dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 88 b e sabl i
g . , tamb i
et fes tambahan Lembaran Negara Republik
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentan
_ g Tata Cara Hubungan A
8 an Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negarang Repu'::E:
013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

istem Jaminan Sosial Nasional
0, Tambahan Lembaran
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Sershuran Danmwm Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

A STNISTA kapada Pemben Kera Seiain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang

SN Pemben Kena Pekena. dan Penenma Bantuan luran dalam Penyelenggaraan

-amiran Sosal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
IMmoanan Lambaran hegara Republik Indonesia Nomor 5481),

'«:eraz,rm‘. Fresiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
padu San Pinty \,

B -a -
“evziuran Prescen

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
sesahatan (Lembaran Negara Rebupiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 28);

2 Perauran Fresden Repubiik indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ams Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
—amparan Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255);

'3 Persassn Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Semanntan Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Rebupik Indonesia Tanun 2015 Nomor 62)

Seranuran Menten Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Peiavanan Terpadu Sstu Pintu Dasrah

Serdasarkan hai-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
»angacakan Penanjan Kena Sama Kerasama Operasional Penyelenggaraan Program
lamiran Kesehatan Meiahy Pelayanan Administrasi Penzinan Pada Dinas Penanaman
Wodal dan Psiayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sslamjutnya dissiwt “Penanjan”), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum
da@iar Pasa-Fasal sebaga benkut

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(Y) Penanjan Kerasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan
sumber dava vang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu
dan saling mendukung agar penyelenggara Program Jaminan Kesehatan MNasional

@) Peganjan kenasama ini berujuan uniuk melaksanakan perluasan cakupan
\epesarsan pemingkatsn kesadaran khususnya kepada pelaku usaha dan atau
badan usaha yang berunudan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sshu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Pesionian ini melpul

3 Peningkatan kesadaran dan kepatuhan bagi Pember Kerja Selain Penyelenggara
b Pesuasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemberi Kerja
Selain Pemyelenggara Negara dengan mempersyaratkan kepesertaan BPJS
Kesehatsn dalam pelayanan perizinan meliputi Perpanjangan 1zin Memperkerjakan
: a Asing (IMTA), izn Usaha Industni (IUI), Izin Usaha Penanaman Modal,
Jssha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) di Provinsi

Pihal [

i |

L
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PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah
4 Menerima hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Nasional dan PIHAK KEDUA, secard berkala setiap 1 (satu)
bulan sekall S
b Mendapatkan bantuan dalam bentuk sosialisasi kepada selurun
tenaga kena di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
¢ Nemperoleh kemudahan akses untuk pembenan informasi, pg;vdaﬁa!an
pembayaran iuran, dan manfaat bag pesera BPJS Kesehatan sesud ketentuan
peraturan perundang — undangan.

pelaku usaha dan

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah
a menenma data

b, Mendapatkan bantuan dalam pentuk periuasan _pmgram Jarnman

PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
a Memberkan data guna dilakukan validasi tenia keberadaan Perusahaan yang
terdapat di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas permintaan tertulis
dari Pihak KEDUAT
p Mewajibkan kepada pelaku usaha yang berurusan dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piniu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk Perpanjangan on usaha untuk mendaftarkan peserta Jamnan
Sopsial Kesehatan,
¢ Menjadikan bukl pembayaran uran bulan terakhir kepeseriaan BPJS Kesehalan
sebagai salah satu persyaraian guna mengurus perpanjangan peiizinan
4 Memberkan sanksi admintatf kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara yang tidak mendafiaikan dan membenkan data diinya dan selunun
mﬁnyﬂsemmdmbmar.aaspaww gari PIHAK KEDUA.
mieliputi: =
1) Perpanjangan zin Memperkerakan Tenaga Kera Asing (IMTA),
2) lzin Usaha industi (1UI);
3) Izin Usaha Penanaman Modal,
4) Suratizin Usaha WMW(HUP—B&_
e Meng: UHWMWWMMW
oleh PIHAK KEDUA dengan keanggoiaan ferdn dan unsur
" 6‘1 T e

Dipindai dengan CamScannr



¢. Melaksanakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang

l:e;ngtgotaannya terdiri dari unsur PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan instans|
erkait.

d. Menyediakan Formulir Registrasi, Spanduk, Brosur atau Leaflet tentang informasl

Program Jaminan Sosial Kesehatan dan hal-hal terkait kerjasama PARA PIHAK,

e Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran,

pembayaran iuran, darnmanfaat bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan
peraturan perundang - undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan

kepada Para Pihak sesual tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan
peraturan Perundang-U ndangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka wakiu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli
2018 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2020

(2) PARA PIHAK sepakat untuk  saling memberitahukan maksudnya  untuk
memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirmya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini,
maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Amandemen atau Addendum
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Apabila sampai dengan berakhimya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat
pemberitahuan darl PIHAK KEDUA untuk memperpanjang wakiu Perjanjian ini, maka
Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

o+

“PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian

ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali selama periode perjanjian.

| -

PASAL 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian

ﬁn_absmn atau tambahan {addendunﬂamndamn} yang ditandatangani oleh PARA

(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya

I-hal yz perubahan (addendum) dalam Perjanjian ini
akan ditentukan kemudian oleh PARA

PIHAK dan merupakan bagian yan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini. i
(3) Perubahan (adk

jurm) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar
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PASAL 8
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRN

YA PERJANJIAN

Dalam hal salah satu PIHAK tidak
dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), PIHAK lainnya dapa

secara sepinak Perjanjian {0 dengan mengabaikan keten J
IHAK tersebut memberikan

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah _
peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali perturut-turut kepada PIHAK lainny2, tetap!

PIHAK lainnya tidak mengindahkan.

(1)

(2) Perjanjian ini perakhir karena.
a telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;

b. pembatakan secara sepihak oleh salah satu
ayat (1);

c. Kesepakatan B
kerjasama yang ditandatanga

pihak sebagaimana dimaksud pada

ersama untuk mengakhiri perjanjian sebelum perakhirmya
ni kedua belan pinak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSEL]SIHAN

mbul berkenaan dengan pel
lesaikannyad cecara musya

aksanaan Perjanjian

Lpabila te jadi arselisinan yan mungkin ti
: R i . warah dan mufakat.

int, maka PARA PIHAK sepakat akan menye

pASAL 10
PEMBERITAH UAN

1) Setiap pemberitahuan yang perhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara
tertulis olen masing-masing Pll-JlAK_ kepada pejabat penanggung jawab kegiatan dan
i

alamat sebagai berikut s

PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial \

PIHAK KESATU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP} Provinsi | Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung | KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG

u.p. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan | U.p. Kepala Bidang Perluasan Peserta '
| dan Kepatuhan !

Terpadu
Komplek Ferkantoran pemprov  Kep. Jalan lcan Saleh Nomor 73 Pangkalpinang
Telepon : (0717) 421174

Bangka Belitung
Telepon - (0717) 437706, 422094 Faksimili : (0
Fakeimili - (0717) 424123 imili ; (0717) 438752

(2) Sefiap perubahan dan penggant i
¢ > gantian dar alamat-alamat tersebut di ji
diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada pihak yang Ie:inatas. o

3) Apabi !

( 1 __émgpl;ﬁ?mﬂ;:g;e{;ﬁfﬂ ett?itt? rcna;:gper&bsrl‘t::huan selain yang telah diatur di
ey car i untungkan masing-masi

\ PARA PIHAK setuju untuk nantinya akan mengubah tata carg pemggﬂfa::iaﬁ'dn;;kr:

Pihak 1 Fihak 11

il

T

gy |
o), O S
AR b e 5 1T
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PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

() Seluruh Gokumen hasil pekerjaan dan surat menyurat menurut Perjanjian ini dibust
. mengg_ynakan Bahasa Indonesia _
2) STRANjian inj giaty dan ditafsirkan menyryt Hukum Republik Indonesia
) Dalam pgq terdapat ketentyan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak herlaku ”“'e“:

sSua turan parundang-undangan, maka ketidakberlakuan tersefbut : ,M?.

Mengakibatkan alalnya selyruh Persyaratan dan ketentuan dalam Per;arnjt;i;-l HI"

melainkan hanya ketentyan ¥ang bertentangan S3ja dan kemudian PﬂxRﬁ‘ oo

SelWju dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang

aru untyk Menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaky tersepyut
Oemikian Perjanjian ini dibuat gan ditandatangani oleh PARA PIHAK di F‘*anglr.ai:.n-’l&: ¢]
Pada han danp, tangga) lersebut dj atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (duz) faj’ :’Jl‘-d_i-
mas1ng~masing bermetera; Cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa matera mempun y=
kKekuatan Nukum ¥ang samg disimpan oleh masing-masing PIHAK untuk dipergunakan
Sebagaimang mestinyg,
PIHAK KEDUA“L
Plh. KEPAL A BPJS KESE ATAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG
-

dr. ADIAN FITRIA, AAAK

AFITRY, SE, msi




